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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Menindahkan Data Pribadi Di Internet Berdasarkan UU NO 27 Tahun 2022 

Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”. Merupakan penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah 1). Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku 

memindahkan data pribadi di internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 dan 2). Bagaimana prespektif hukum Islam dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku memindahkan data pribadi di internet. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan 

pendekatan studi kasus. Data di analisis menggunakan metode deskriptif analitis 

yang didukung oleh pola pikir indukif. Penelitian ini dilaksanaan di Polda Jatim. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai. Pertama,  penegakan hukum 

terhadap tindak pidana memindahkan data pribadi di internet dalam teori 

kepastian hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diakses serta 

dipertanggungjawakan. Dalam praktiknya Polda Jatim menggunakan pasal yang 

tidak sesuai sebagai dasar dari penegakan hukum yaitu Pasal 32 Undang-Undang 

ITE. Karena masih terdapat frasa yang multitafsir yang menyebakan interpretasi 

antar aparat penegak hukum berbeda-beda. Kedua, dalam hukum pidana Islam, 

memindahkan data pribadi di internet termasuk jarimah ta’zir, yang memiliki tiga 

unsur: larangan dalam nash (unsur formal), perbuatan bertentangan dengan hukum 

(unsur material), dan adanya niat (unsur moral). Memindahkan data pribadi telah 

memenuhi ketiganya, sehingga tergolong jarimah ta’zir.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran untuk Polda 

Jatim diharapkan dalam melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan pasal 

dari tindak pidana tersebut. Polda Jatim seharusnya meningkatkan sumber daya 

manusia agar penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal, dan sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku. Polda Jatim diharapkan untuk meningkatkan 

sarana dan fasilitas juga apalagi dalam hal teknologi, karena keterlambatan dalam 

penegakan hukum terhadap kejahatan siber disebabkan terbatasnya saran dan 

fasilitas. Adapun juga saran terhadap pembuat undang-undang untuk kedepannya 

harus spesifik dan transparan. Pembuat undang-undang harus mempertimbngkan 

kontribusi masyarkat pada saat membuat undang-undang agar kedepannya 

undang-undang yang dibuat sesuai dengan keinginan masayarakat dan tujuan 

bersama. 
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